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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan rumah susun

sebagai bagian dari lingkup pelayanan publik, sebagaimana rumah susun merupakan salah satu solusi untuk

memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yang tercantum pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik dan juga sebagai solusi untuk mengatasi permukiman informal seperti

permukiman kumuh, dan maka dari itu penyelenggaraan rumah susun merupakan bagian dari kepentingan

umum dan kepentingan negara berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Pokok Agraria dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak- Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

yang menyatakan kepentingan umum termasuk ”kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama

rakyat”. Penelitian normatif ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, peraturan perundang-undangan

serta menggunakan data-data relevan, bersifat deskriptif dan berbentuk evaluatif, yakni menilai atau

mengukur pelaksanaan pelayanan publik dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia

dengan mempelajari kasus-kasus penyelenggaraan rumah susun di DKI Jakarta yakni Kalibata City dan

TOD Tanjung Barat yang keduanya merupakan program pemerintah.

......

This research aims to comprehend the responsibility of the state concerning the provision of condominiums

as part of public services, as provision of housing is stated in Article 5 of Public Services Act No. 25 of

2009. The provision of condominiums is one of the means that could be done as solution to meet the

people’s need of housing and to overcome the problem of informal settlements such as slums in urban areas;

and thus, the provision of condominiums is a part of the public interest, as stated in Article 18 of the

Agrarian Act No. 5 of 1960 and Article 1 of Revocation of Land Rights and Objects Act No. 20 of 1961 that

the public interest includes "the interests of the nation, the state, as well as the common interests of the

people". This normative research is carried out by studying literatures and regulations, relevant data(s), and

assesses the quality of the public services and good governance in Indonesia descriptively by evaluating

cases of condominiums in DKI Jakarta, namely Kalibata City and TOD Tanjung Barat; both of which are

programs of the government.
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